BABV
PENUTUP

5.1Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya mengenai perkara Putusan Nomor
407/Pdt.G/2025/PA.Pn di Pengadilan Agama Painan, ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Painan memverifikasi kebenaran laporan
pengiriman (relaas) dari petugas PT Pos Indonesia ketika Tergugat secara
nyata tidak menerima panggilan dengan menerapkan asas kebenaran
materiil (materiele waarheid) dan prinsip kehati-hatian (prudent principle).
Verifikasi dilakukan melalui pengujian silang (cross-checking) antara relaas
fisik dan dokumen elektronik pada aplikasi pelacakan terintegrasi (tracking
pos). Hakim menguji pemenuhan Kkriteria sah dan patut (official and proper
notice) berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dan PERMA Nomor 7
Tahun 2022, meliputi foto penerima on-hand delivery, bukti KTP/identitas
penerima dewasa serumah atau pejabat desa/kelurahan setempat, serta
data koordinat geotagging. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data,
indikasi pemanggilan yang fiktif, atau kesalahan alamat/penerima, nilai
pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dari relaas gugur menjadi
bukti bebas (vrij bewijs), sehingga pemanggilan dikualifikasikan sebagai
tidak patut (onrechtmatige dagvaarding).

2. Status Kurir PT Pos Indonesia tidak dapat dipersamakan secara yuridis
dengan Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan dalam konteks
pembuktian keabsahan pemanggilan sidang. Juru Sita merupakan pejabat
fungsional peradilan yang memegang kewenangan atribusi berdasarkan
undang-undang (Pasal 388 HIR / Pasal 390 RBg) untuk membuat relaas
sebagai akta autentik. Sementara itu, berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun
2022, PT Pos Indonesia dan kurirnya berkedudukan hukum sebatas media,

sarana perantara, atau penyedia jasa pengiriman fisik (delivery service
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provider). Kewenangan yustisial dan tanggung jawab hukum untuk
menentukan, menguji, serta memvalidasi sah atau tidaknya suatu
pemanggilan persidangan tetap berada sepenuhnya pada kekuasaan
Majelis Hakim atas perintah Juru Sita.

3. Prosedur penyampaian Surat Tercatat yang kurang patut (unproper service)
seperti  pengiriman yang tidak bertemu langsung dengan
Tergugat/penerima sah, ketidakjelasan identitas penerima, atau kecacatan
data pelacakan menjadi alasan hukum yang kuat (legal ground) bagi
Tergugat untuk mengajukan perlawanan (Verzet). Keadaan pemanggilan
yang cacat prosedur meniadakan iktikad buruk Tergugat atas
ketidakhadirannya di persidangan (contumacia), sehingga penjatuhan
putusan verstek terbukti melanggar asas audi alteram partem (hak untuk
didengar secara seimbang). Melalui upaya hukum Verzet yang diajukan
dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan
diterima secara nyata, Tergugat dapat membuka kembali pemeriksaan
perkara semula (re-opening of trial) untuk membatalkan kekuatan hukum
serta kekuatan eksekutorial dari putusan Verstek tersebut.

5.2Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran

konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi PT Pos Indonesia (Persero) dan Mahkamah Agung RI Perlu
dilakukannya pelatihan teknis yuridis dan pengawasan ketat secara berkala
kepada kurir PT Pos Indonesia mengenai standar operasional pemanggilan
sidang. Hal ini penting untuk memastikan kurir memahami implikasi
hukum dari pemanggilan, khususnya kewajiban on-hand delivery, verifikasi
identitas penerima dewasa serumah, serta keakuratan geotagging guna
menghindari cacat prosedur pemanggilan di lapangan.

2. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan Disarankan agar Majelis
Hakim terus mempertahankan sikap teliti dan kritis dalam memverifikasi

kebenaran materiil jejak digital pelacakan (tracking pos) sebelum
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mengambil sikap hukum untuk memutus perkara secara verstek, demi
menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan Tergugat dan menegakkan
asas audi alteram partem.

. Bagi Tergugat / Masyarakat Pencari Keadilan Masyarakat yang merasa
dirugikan akibat diputus secara verstek tanpa pernah menerima
pemanggilan sidang yang patut disarankan untuk segera memanfaatkan
instrumen hukum Verzet secara tepat waktu dengan melampirkan bukti-

bukti pendukung terkait cacatnya prosedur pengiriman Surat Tercatat.
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